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Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam bertempat di Kantor PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia)
Kabupaten Bondowoso, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1 NANI AGUSTINA,S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten
Bondowoso yang berkedudukan di JI.
Santawi No. 09, Kabupaten
Bondowoso, selanjutnya  disebut
sebagai PIHAK PERTAMA
2 EVIWIDOWATI . Ketua PERTUNI (Persatuan Tunanetra
Indonesia) Kabupaten Bondowoso,
yang berkedudukan di Di Jalan Pierre
Tendean RT 23 RW 04 Kelurahan
Badean Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa
Timur, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
"PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas,
wewenang, dan kewajiban menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan
berintegritas di tingkat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu
Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan
terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten
Bondowoso. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemutakhiran
data pemilih, proses pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan
penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu, serta berkewajiban
melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa
proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga organisasi kemasyarakatan yang
dirancang untuk menampung masyarakat yang mempunyai keterbatasan khusus
dalam hal penglihatan (tunanetra) guna memperjuangkan hak dan kesetaraan
mereka di masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan

diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi, Pelatihan, dan Pembinaan bagi

Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi pada Penyelenggaraan dan

Pengawasan Pemilhan Umum dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI
(1) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum
dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara
sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
(2) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan
pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip demokrasi.
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(3) Kader Pengawas Partisipatif adatah individu yang telah dilatih dan dibekaii
pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan
Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam
pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
{1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan
Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang
berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

b. Mengembangkan pengawasan partisipatif di organisasi kemasyarakatan
khususnya bagi keiompok disabilitas.

c. Meningkatkan hubungan kefrja sama kelembagaan antara PARA PIHAK
melalui pembinaan dan pelatihan kelompok disabilitas dalam mewujudkan
tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso
untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;

b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas,
bermartabat, dan berintegritas;

c. Mendorong PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan pengawasan
partisipatif; dan

d. Meningkatkan peran kelompok disabilitas dan rentan untuk terlibat dalam

pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerja sama yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Sosialisasi kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum, meliputi pemberian
informasi dan pemahaman mengenai tahapan Pemilihan Umum, hak dan
kewajiban warga negara, pengawasan partisipatif, serta mekanisme

penyampaian informasi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
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(2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas netra melalui
pendidikan, pembekalan, simulasi, dan kegiatan peningkatan kompetensi
dalam bidang kepemiluan dan pengawasan partisipatif;

(3) Pembinaan dan pendampingan penyandang disabilitas netra dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, serta keterlibatan
dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum; |

(4) Peningkatan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas netra dalam
Pemilihan Umum, termasuk penyediaan dan penyebaruasan informasi
kepemiluan yang mudah diakses serta pelibatan dalam kegiatan pengawasan
partisipatif secara inklusif, dan

(5) Pertukaran informasi dan pengetahuan, penyelenggaraan kegiatan bersama,
serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam
rangka pemenuhan hak politik dan penguatan partisipasi penyandang
disabilitas netra dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan
kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di apabila
dilaksanakan oleh PERTUNI Kabupaten Bondowoso;

b. Memastikan pemilih pemula anggota PERTUNI yang sudah memenuhi
persyaratan terdaftar di daftar pemilih;

c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan kepemiluan, demokrasi,
serta pengawasan partisipatif bagi kelompok disabilitas dan rentan di
lingkungan PERTUNI Kabupaten Bondowaoso; dan

d. Menerima masukan serta saran dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan
kegiatan kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif pada
kelompok disabilitas PERTUNI Kabupaten Bondowoso.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan
kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif di kantor PERTUNI
Bondowoso;
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b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA dalam
mengawal hak pilih, khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok
rentan;

c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan kepemiluan, demokrasi,
serta pengawasan partisipatif bagi kelompok disabilitas PERTUNI

d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan
kegiatan kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif di kantor
PERTUNI Bondowoso.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK
(1) Hak PIHAK PERTAMA

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang
dikecualikan;

b. Memberikan masukan dan saran atas terselenggaranya kegiatan
kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif bagi kelompok
disabilitas PERTUNI Bondowoso; dan

c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan kepemiluan dan
demokrasi serta pengawasan partisipatif di kelompok disabilitas PERTUNI
Bondowoso;

c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan
partisipatif dari PIHAK PERTAMA; dan

Pasal 6
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini
dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang beraku di masing-masing PIHAK
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran
Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan
dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-
masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini
akan menjadi milik PIHAK yang memiiikinya, dan oleh karenanya tidak dapat
dianggap dengan cara apapun juga sebagai miflik PIHAK lain, atau milik
bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN
(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan peiaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau
sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh
masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja
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Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan
yang berlaku.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari
PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat
PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar
dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau
PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut
"Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi
bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan
keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya
secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan
pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau
keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan
atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat
Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi
tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI
Evaluasi atas petaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib ditaksanakan secara
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
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Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang
Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN
Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau
pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA
PIRAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENS!
(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten Bondowoso yang
berkedudukan di Ji. Santawi No. 09, Kabupaten Bondowoso
b. PIHAK KEDUA
kelompok disabilitas PERTUNI Kabupaten Bondowoso yang berkedudukan
Di Jalan Pierre Tendean RT 23 RW 04 Kelurahan Badean Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1)
Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan iersebut,
tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 15
PENUTUP
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan
hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan KETUA Pertuni Kabupaten
Bondowoso

‘N

_EVI WIDOWATI
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